SALINAN

FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Menimbang

a.

HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota diperiksa dan diadili oleh
Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan
peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157
ayat (3) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi
Nomor 105/PUU-XIII/2015 tanggal 11 November 2015;

bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara
perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan tugas dan tanggung jawab
tambahan Mahkamah Konstitusi, kepada Hakim
Konstitusi dan Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu
diberikan honorarium;

c. bahwa . ..



Mengingat

1.
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bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi belum mempertimbangkan
honorarium bagi Hakim Konstitusi sehingga perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan . . .
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2014 Nomor 154) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG
DAN HAKIM KONSTITUSI.

Pasal |

Di antara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan
dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan
dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 322),
disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 13A, Pasal 13B,
dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 bagi Hakim Konstitusi yang memeriksa
dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota diberikan honorarium.

(2) Honorarium . .
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Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sampai dengan terbentuknya badan peradilan
khusus yang memeriksa dan mengadili perkara
perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota.

Pasal 13B

Ketentuan  pemberian  honorarium  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A berlaku juga bagi gugus
tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan pemberian honorarium bagi  Hakim
Konstitusi, gugus tugas dan/atau pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13A dan Pasal 13B ayat (1) diatur dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13C

Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13A dan Pasal 13B diatur dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan

dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah int dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

UMUM

Perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (8) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-
XII/2015 tanggal 11 November 2015, diperiksa dan diadili oleh
Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dibentuknya badan
peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 merupakan tugas dan tanggung jawab tambahan
Mahkamah Konstitusi selain kewenangan sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, sehingga kepada Hakim konstitusi perlu diberikan
honorarium.

Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan
dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi tidak
memungkinkan bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi untuk
menerima honorarium, sehingga perlu diubah.

Honorarium atas tugas dan tanggung jawab tambahan dimaksud
diberikan juga kepada gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, mengingat
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tambahan Mahkamah Konstitusi
dalamm memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota didukung oleh gugus tugas dan/atau
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai:

1. pengecualian ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi yang memeriksa dan
mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota diberikan honorarium; dan

2. pemberian honorarium kepada gugus tugas dan/atau pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

It PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 13A
Cukup jelas.
Pasal 13B . ..
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Pasal 13B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “gugus tugas dan/atau
pegawai” adalah perangkat yang memberikan
dukungan kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka
menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota yang terdiri atas
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, tenaga perbantuan
instansi, dan tenaga perbantuan noninstansi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13C
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5851



